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Abstrak
Permasalahan perturan perundang-undangan di Indonesia adalah inkonsistensi, disharmoni dan over regulasi. Kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak baik, dihadapkan pada ketiadaan sistem yang dapat merespon dengan cepat kondisi tersebut. Reformasi regulasi sebagai upaya perubahan radikal dan berpengaruh cepat diharapkan menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Upaya perbaikan dalam sistem perundang-undangan telah diupayakan dari TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, TAP MPRS Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun belum menampakkan hasil yang memuaskan. Persoalan kualitas peraturan perundang-undangan beserta sistemnya masih menimbulkan permasalahan dalam mendukung perbaikan di berbagai sektor.
The problem of law enforcement in Indonesia is inconsistency, disharmony and over regulation. The quality of legislation is not good, faced with the absence of a system that can respond quickly to these conditions. Regulatory reform as an effort to change radical and fast influences is expected to be a step that can be taken to improve the system of legislation in Indonesia. Efforts to improve the system of legislation have been sought from TAP MPRS Number XX / MPRS / 1966, TAP MPRS Number III / MPR / 2000, Law Number 10 Year 2004 concerning Establishment of Legislation and Law Number 12 Year 2011 concerning Establishment of Legislation Regulations. But it has not shown satisfactory results. The issue of the quality of legislation and its systems still causes problems in supporting improvements in various sectors.

Kata Kunci: Regulasi, Reformasi dan Globalisasi.

Pendahuluan 
Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tidak terlepas dari adanya kristalisasi ide-ide demokrasi dari berbagai komponen bangsa dan perjalanan kehidupan kenegaraan. Hal itu menunjukkan bahwa amandemen atas UUD 1945 adalah suatu pergumulan pemikiran kenegaraan yang konstruktif dan obyektif.
 Menurut KC. Wheare, suatu konstitusi diubah hanya dengan pertimbangan yang matang dan bukan karena alasan sederhana. Salah satu alasan yang menjadi latar belakang pemikiran amandemen  UUD 1945 adalah dominasi kekuasaan eksekutif (executif heavy) dan peraturan perundang-undangan tidak tertib akibat UUD mengandung pasal-pasal yang fleksibel  sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran.

Indonesia adalah  negara hukum yang menganut sistem hukum kontinental dengan sendi utama hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang memerlukan tertib hukum secara hirarkis dalam proses pembentukkannya.
 Tertib hukum tersebut harus dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangan produk hukum yang dihasilkan, karena hukum pada dasarnya dipahami sebagai sarana menata perilaku masyarakat menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat yang adil dan negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sistem hukum kontinental, hirarki peraturan perundang-undangan mengandung makna peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perndang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah hanya dapat dibentuk jika ada delegasi dari peraturan yang lebih tinggi.
 Kejelasan hirarki ini akan terkait dengan keabsahan peraturan yang dibuat. Dengan demikian akan memberi arahan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan yang mempunyai kewenangan untuk membentuk hukum yang tertib dan  sejalan dengan substansi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan norma hukum tertinggi di negara Indonesia.

Muatan UUD 1945 menganut pembagian kekuasaan secara horisontal
dan vertikal.
 Sistem pembagian kekuasaan secara horisontal diwujudkan
dalam bentuk lembaga-lembaga negara beserta kekuasaan yang melekat pada
dirinya, sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal dilaksanakan melalui politik hukum legislasi, yang memberikan kewenangan kepada Presiden
 dan Dewan Perwakilan Rakyat
 untuk membentuk dan menetapkan undang-undang.
 Salah satu masalah penting yang menjadi agenda reformasi hukum adalah penataan peraturan perundang-undangan, walaupun telah memiliki beberapa instrumen hukum yang mengatur tentang sistem peraturan perundang-undangan, namun terdapat berbagai kerancuan terutama terkait jenis, lembaga yang berwenang mengeluarkan dan tata urutannya.

Pada awal Orde Baru, upaya penertiban peraturan perundang-undangan pernah dilakukan melalui Ketetapan MPRS No.XIX/MPRS/1966 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif negara di luar produk MPRS yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Selain ketetapan tersebut, MPRS juga mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Perundang-Undangan Republik Indonesia.
 Pada masa reformasi, tepatnya pada Sidang Umum Tahunan MPR Tahun 2000, MPR mengeluarkan Tap. No. III/IV//MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 2 Tap. MPR tersebut menyebutkan bahwa, tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan  adalah UUD 1945, Ketetapan MPR Rl, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Dalam tataran implementasi peraturan perundang-undangan menimbulkan permasalahan, misalnya adanya inkonsistensi, disharmoni dan over regulasi. Meminjam istilah Richard Suskind menyebutkan bahwa hyper regulations atau obesitas hukum dan over rugulation.
 Penyebabnya adalah penyusunan regulasi yang tidak dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif dan tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya. Akibanya, produk regulasi menimbulkan ketidakpastian dan kesenjangan perlakuan dihadapan hukum, padahal dalam kurun 2000-2017 terdapat 35.901 peraturan, terdiri 1 UUD yaitu UUD 1945, Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebanyak 14.225 Perda, Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 Permen dan peraturan lembaga non kementerian sebanyak 3.163 peraturan.
 Data yang berbeda ditunjukkan oleh Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa, Indonesia mempunyai 42.000 aturan regulasi, baik yang ada di Undang-Undang, di Peraturan Presiden (Perpres), di Peraturan Pemerintah (PP), di Peraturan Menteri (Permen), dan juga di Perda.

Salah satu langkah penyelarasan dan pendisiplinan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah, meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menghapus 3.000 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah tanpa melalui kajian, karna perda yang bermasalah di atas 3.000 Perda. Langkah tersebut memunculkan dualisme pengujian dan pengawasan terhadap Perda merupakan upaya untuk mewujudkan keteraturan subtansi peraturan perundang-undangan di Indonesia atau meminjam istilah Siti Fatimah proliferasi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dualisme tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakpastian hukum bagi warga negara dan penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Proses penyelarasan dan pendisiplinan akan sulit dilakukan karena jumlah peraturan yang ada sangat banyak dan cenderung sudah over regulated sehingga proses penyelarasan dan pendisiplinan tidak mudah untuk dilakukan.
 Permasalahan tersebut, apabila tidak diatasi akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masayarakat dan menghambat pembangunan ekonomi nasional. Kepastian hukum dibutuhkan untuk memperhitungkan dan mengantisipasi resiko, bahkan bagi suatu negara kepastian hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang daya tahan ekonomi suatu negara.

Agar hukum mampu memainkan peranannya untuk memberikan kepastian hukum pada pelaku ekonomi, maka pemerintah bertanggungjawab mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang ada (existing) saat ini. Lemahnya evaluasi penataan peraturan perundang-undangan dikarenakan belum adanya lembaga dan metode yang memadai dalam melakukan evaluasi penataan atau tahap evaluasi peraturan perundang-perundangan.
 Sehingga kedepan diharapkan peraturan perundang-undangan yang ada mampu memainkan peranannya sebagai faktor pemandu, pembimbing dan menciptakan iklim kondusif di tengah meningkatnya transaksi bisnis akibat dari perdagangan bebas dan globalisasi ekonomi, baik yang bersifat nasional, regional maupun internasional.
 

Sejumlah langkah perencanaan dan capaian di atas menunjukkan komitmen pemerintahan dalam mendorong perbaikan regulasi atau peraturan perundang-undangan. Pembenahan regulasi ini perlu menjadi program yang berkesinambungan bagi pemerintah tanpa tergantung pada political will penguasa. Oleh karena itu, perbaikan regulasi yang saat ini masih terus diupayakan, walaupun masih fokus pada sektor perekonomian, perlu mentargetkan pada program reformasi regulasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Salah satunya adalah penataan kelembagaan lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan peraturan perundangundangan. Tulisan ini memfokuskan diri pada masalah mengenai model ideal lembaga reformasi regulasi Indonesia di era globalisasi. Pembahasannya akan dimulai dengan mengenali konsep reformasi regulasi dan model ideal lembaga reformasi regulasi Indonesia di era globalisasi.
Hasil dan Pembahasan 
Reformasi Regulasi Indonesia
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
 Pendapat ini sejalan dengan Enny Nurbaningsih  yang mengatakan peraturan perundang-undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
 Pemberlakuan peraturan perundang-undangan haruslah sesuai dengan kaidah hukum yang ada. Ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Sebagai sumber hukum yang mengatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia berawal dengan TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian di Tahun 2011 lahir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan sendirinya menciptakan hierarki baru peraturan perundang-undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengalami empat kali perubahan, yang satu sama lain memiliki perbedaan sekaligus persamaan, yaitu TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966,
 TAP MPRS Nomor III/MPR/2000,
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,
 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, belum ada kejelasan pemaknaan peraturan perundang-undangan, sehingga terdapat bentuk hukum yang berisi  fat einmalig dan yang berupa staatsfundamentalnorm masuk dalam hierarki perundang-undangan. Penyempurnaan dalam TAP MPR Nomor III/MPR/2000 justru menimbulkan inkonstitusionalitas hierarki, karena menyejajarkan kedudukan MPR dengan lembaga lainnya dan penetapan Perpu di bawah undang-undang.

Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia diatur secara hirarkis atau berjenjang. Pengaturan secara hirarkis ini membawa implikasi pada kekuatan hukumnya. Semakin tinggi tingkatan peraturannya, maka kaekuatan hukumnya juga semakin tinggi. Selain itu, peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh menyimpang dengan peraturan yang lebih tinggi diatasnya.
 Pemeringkatan peraturan perundang-undangan umumnya dibuat untuk menyelaraskan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain, di samping menyelaraskan pemeringkatan juga sebagai bentuk mendisiplinkan pembentukan peraturan dalam menguraikan peraturan yang dibentuknya dengan peraturan yang mendelegasikan/mengatribusikannya. Proses penyelarasan dan pendisiplinan ini mungkin akan mudah dilakukan jika jumlah peraturan yang ada tidak banyak. Namun, dalam kasus Indonesia, jumlah peraturannya sangat banyak dan cenderung sudah over regulated sehingga proses tersebut tidak mudah untuk dilakukan.

Tahun 2000-2017 terdapat 35.901 peraturan, terdiri 1 UUD yaitu UUD 1945, Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebanyak 14.225 Perda, Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 Permen dan peraturan lembaga non kementerian sebanyak 3.163 peraturan. Peraturan peninggalan Penjajah Belanda sebanyak 36 peraturan.
 Jumlah kuantitas yang demikian itu tidak berjalan lurus dengan kualitas regulasi, hal ini nampak dari banyaknya kaidah-kaidah hukum yang proses pengujian norma di kekuasaan kehakiman. Tercatat, hingga Maret 2017 terdapat 802 putusan Mahkamah Konstitusi, 203 Putusan Mahkamah Agung, dan kaidah hukum melalui menafsiran hukum seperti yang terdapat dalam putusan pengadilan niaga yang berjumlah 168 putusan.

Permaslahan tersebut berakibat kontraproduktif dengan upaya meningkatkan pergerakan dan pertumbuhan ekonomi. Putusan tersebut telah  mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat. Dinamika permasalahan peraturan perundang-undangan bidang hukum ekonomi beserta praktiknya  yang menyangkut hajat hidup orang banyak, senyatanya menjadi fokus utama  pembangunan pemerintahan saat ini. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi  indikator dari berjalannya reformasi struktural dan fiskal, dihadapkan pada  tantangan iklim ekonomi global yang mengalami fluktuatif sejak melambatnya  pemulihan ekonomi dunia.
 

Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tiga hal, besaran APBN,  pendapatan negara dan belanja negara. Sejak tahun 2012 perekonomian Indonesia  telah mengalami gejolak. Pada tahun 2013 pertumbuhan PDB turun di bawah 6%  dan pertumbuhan masih melambat, walaupun petumbuhan ekonomi Indonesia  melampaui negara lain di kawasan ASEAN. Di tahun 2015 berdasarkan Badan  Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi kuartal I-2015 secara komulatif  sebesar 4,7 persen, kuartal II-2015 sebesar 4,67 persen, kuartal III-2015 sebesar 4.74 persen dan kuartal IV sebesar 5.04 persen,
 sedangkan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi kuartal I-2018 secara komulatif  sebesar 5,06 persen, kuartal II-2018 sebesar 5,27 persen, kuartal III-2018 sebesar 5.17 persen dan kuartal IV sebesar 5.2 persen.

Ekonomi nasional tidak bisa dipisahkan dengan amanat konstitusi sebagai sebuah kontrak sosial yang telah disepakati. Konstitusi ekonomi tidak bisa hanya dilihat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, namun harus dilihat dalam ketentuan yang mengatur mengenai bidang ekonomi. Pemahaman secara  komperhensif akan melahirkan sebuah pemahaman atas karakteristik ekonomi  Indonesia secara menyeluruh, yang tertuang di dalam  konstitusi. Kesejahteraan sosial sebagai tujuan bangsa memang harus diimbangi dengan  kemandirian ekonomi dan pengembalian kedaulatan rakyat atas ekonomi nasional. Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksana dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus memperkuat karakteristik ekonomi Indonesia. Namun problem ini seolah tidak terselesaikan dari tahun ke tahun sehingga regulasi kian menumpuk dan tak terkendali meskipun dalam sejarah kebijakan penataan regulasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan kerap dilakukan.

Postur regulasi yang obesitas dan over rugulation akan menyulitkan penyelenggaraan negara hukum menghadapi agenda globalisasi. Gejala yang ditandai oleh munculnya non-state actor dan keterkaitan yang kompleks antara isu-isu politik dan ekonomi dan perkembangan teknologi transportasi jelas telah melahirkan era the end of geography. Dalam dunia yang seolah makin kecil dan tanpa batas tersebut, maka perubahan yang terjadi pada suatu bangsa atau negara akan mempengaruhi bangsa atau negara lain dan muncul saling ketergantungan antar bangsa-bangsa atau negara-negara di dunia. Makna terakhir atau bottom line globalisasi tidak lain adalah persaingan atau competition yang kadar dan intensitasnya benar-benar berkualitas internasional dan persaingan pada era global ini telah beralih dari persaingan di bidang politik ke persaingan di bidang ekonomi, karena kebijakan-kebijakan politik suatu negara makin lama makin terdesak oleh keinginan pasar global yang dimanifestasikan dalam organisasi global seperti WTO, serta munculnya regionalisasi kelompok-kelompok ekonomi baru di berbagai kawasan yang mengintegrasikan beberapa negara menjadi satu seperti NAFTA di Amerika Utara, APEC di kawasan Asia Pasifik, EU di Eropa dan AFTA di Asia Tenggara.

Selain itu, postur regulasi yang obesitas menghadapi globalisasi dapat membuat kebijakan pemerintah untuk menghilangkan dan meminimumkan intervensi dan proteksi pasar dengan diminimkannya anggaran subsidi, mulai dari penghilangan subsidi minyak tanah, pengurangan subsidi listrik, pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan lainnya. Terkait dengan kenaikan harga BBM, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai legislator yang mempunyai hak budgetng yang diberikan langsung oleh konstitusi tdak bisa berbuat apa-apa karena alasan menyelamatkan negara dari devisit anggaran dan kebangkrutan kas negara.  Kemudian dalam hal kebijakan terkait mempermudah investasi asing dan liberalisasi pasar dan ekonomi yang diartikan dengan memberikan peranan yang lebih besar pada mekanisme pasar dan mengurangi intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi, meskipun dinilai tdak melindungi ekonomi kerakyatan.  Hal ini dibuktkan dengan berbagai fakta dan realitas, antara lain perjanjian internasional tentang perdagangan bebas (ACFTA) yang dipaksakan untuk disetujui, sebagai dampaknya ialah menjamurnya barang-barang import dari China di pasaran dan matnya industri kecil menengah karena kalah bersaing. Perlu diketahui, bahwa matnya industri kecil menengah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ialah karena keberpihakan birokrasi dan undang-undang yang berlaku pada ekonomi kapitalis, keterbatasan modal, keterbelakangan di bidang Iptek, dan kurangnya mutu Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tdak mampu dan kalah bersaing dalam pasar bebas dengan pemodal yang lebih besar.

Model Lembaga Reformasi Regulasi Ideal di Era Globalisasi
Globalisasi menjadikan dunia tanpa batas antara negara satu dengan yang lainnya (borderless state). Penyebabnya adalah perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih yang berakibat kepada penguasaan dunia oleh mereka yang mampu menguasai teknologi informasi. Hegemoni oleh suatu negara terhadap negara lain pada era globalisasi ini tidak melulu melalui penguasaan fisik dengan cara pendudukan (okupasi) belaka namun dapat melalui dunia maya, yang dengan demikian imperialisme telah mengalami perubahan bentuk dari yang fisik menjadi yang maya/non fisik.

Akibat yang lebih jauh dari imperialisme di era globalisasi ini adalah semakin terpinggirkannya/hilangnya jati diri suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia, dan digantikan oleh paham/ideologi yang memenangi pertarungan tersebut dalam hal ini adalah ideologi liberalisme. Ideologi liberal ini sejatinya sudah sejak dari dulu menguasai bangsa Indonesia, tepatnya sejak era kolonialisme hingga saat ini. Hal yang demikian dapat dilihat dari ketidakmampuan dan ketidakmauan bangsa ini untuk menggantikan hukum tinggalan kolonialisme yang berurat pada liberalisme dan sekulerisme kepada hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai yang hidup dalam sanubari bangsa Indonesia yakni Pancasila. Konsep negara hukum Indonesia adalah konsep negara hukum Pancasila. Konsep negara hukum Pancasila merupakan konsep negara hukum yang prismatik, yaitu konsep negara hukum yang menggabungkan unsur-unsur negara hukum yang berbeda terutama unsur rechstaat dan unsur rule of law dengan dilandasi pada nilai-nilai Pancasila, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, kekeluargaan, gotong royong, dan kerukunan. Persoalan lain dalam sistem perundang-undangan adalah ketiadaan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengelola reformasi regulasi baik terhadap perbaikan kualitas peraturan perundang-undangan maupun memperbaiki sistem perundang-undangan.

Kebutuhan adanya lembaga atau institusi yang berwenangan dalam mengelola reformasi regulasi telah diidentifkasi dalam laporan tahunan Badan Pembinaan Hukum Indonesia Tahun 2017.
 Jauh sebelumnya di tahun 2012 The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merekomendasikan kepada Indonesia untuk membentuk lembaga atau institusi yang berwenangan dalam mengelola reformasi regulasi. Laporan tersebut merekomendasikan pembentukan lembaga yang mempunyai kewenangan berkaitan dengan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan.
 

Laporan tersebut juga merekomendasikan bentuk lembaga yang dimaksud
sebagai independent institution. Tentu bentuk lembaga tersebut independent atau berada di bawah presiden (executive power) dalam konteks Indonesia masih bisa dilakukan pendalaman lagi. Akan tetapi, yang perlu dipertimbangkan adalah fungsi dari lembaga tersebut yang memang dibutuhkan untuk mendukung perbaikan kualitas regulasi di Indonesia. OECD dalam laporan tersebut juga menyarankan sejumlah kewenangan yang dapat dimiliki oleh lembaga atau institusi khusus dalam perbaikan kualitas regulasi antara lain: 
 

1. Conduct quality control through the review of the quality of ex ante assessments of regulatory proposals and ex post evaluation of the stock of signifcant regulations.

2. Identify opportunities and priorities for whole-of-government improvements in regulatory policy.

3. Co-ordinate ex post evaluation of regulation as a basis for policy review and refnement in line with socio-economic developments.

4. Provide training and guidance on impact assessment and strategies for improving regulatory quality.

5. Develop and implement a communications strategy to secure ongoing support for efforts to improve regulatory quality and regulatory management capacity.

6. Monitor and report on the co-ordination of regulatory reform activities and the performance of the regulatory management system against the intended outcomes.

Kebutuhan adanya lembaga yang fokus kewenangannya pada perbaikan kualitas regulasi ini sudah sangat nyata dengan melihat permasalahan-permasalahan regulasi serta mempertimbangkan bahwa regulasi menjadi instrumen penting dalam mendukung Indonesia menghadapi globalisasi. Sejumlah negara telah memiliki lembaga yang memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas regulasi, diantaranya:

	Negara
	Name
	Date of
Creation
	Type
	Reporting

	Canada
	Regulatory Affairs Sector in Treasury Board (TBC-RAS)
	2006
	Unit
	COG

	Germany
	National Regulatory
Control Council
	2006
	Council
	COG

	
	Better Regulation Unit
	2006
	Unit
	COG

	Korea
	Regulatory Reform Committee
	1998
	Council
	COG

	
	Regulatory Reform Bureau
	1998
	Unit
	COG

	Netherlands
	Administrative Board for Administrative Burdens (ACTAL
	2000
	Agency
	COG

	
	Regulatory Reform
Group
	2007
	Unit
	Finance &
Economy

	
	Steering Group for
Better regulation
	2007
	Unit
	COG

	UK
	Better Regulation Executive
	2006
	Unit
	Economy

	
	Reducing Regulation
Committee
	2010
	Council of
Members of
Cabinet
	Parliament

	
	Regulatory Policy
Committee
	2009
	Council
	Independent/
Parliament


Sumber: The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
Penerapan reformasi regulasi dalam penataan kelembagaan di Indonesia dapat menjadikan praktik dan pengalaman sejumlah negara dalam mengelola kelembagaan sebagai referensi untuk menentukan lembaga yang tepat dan dapat berfungsi secara efektif. Penentuan kelembagaan yang tepat di Indonesia, juga perlu mengacu pada evaluasi praktik sebelumnya yang menunjukkan, antara lain tersebarnya kewenangan diantara kementerian dan lembaga, sistem pendukung kelembagaan terutama sumber daya manusia dan ketiadaan kewenangan atau lemahnya kelembagaan dan unit yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan di wilayah eksekutif terdapat beberapa kementerian yang memiliki kewenangan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Negara dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Sementara itu, dalam kaitan pembentukan peraturan daerah terjadi persinggungan antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Hukum dan HAM. Masalah penyebaran kewenangan ini masih ditambah dengan ketiadaan lembaga yang kuat untuk mengontrol dan mengawasi pembentukan peraturan perundang-undangan di tiap-tiap kementerian atau lembaga.

Terkait dengan fungsi yang tepat bagi lembaga atau institusi yang akan dibentuk, harus disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dalam sistem perundangundangan di Indonesia. Praktik perundang-undangan di Indonesia telah berlangsung lama sehingga pembelajaran dari praktek tersebut perlu diidentifkasi untuk menyusun fungsi lembaga. Selain itu, juga perlu dipertimbangkan praktek-praktek internasional yang dipraktekkan di beberapa negara.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini perlu lebih serius untuk menata ulang pelaksanaan reformasi regulasi dengan membentuk lembaga khusus yang mengelola program untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem perundang-undangan dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Komitmen kuat pemerintah menjadi syarat mutlak dalam melaksanakan reformasi regulasi. Pembelajaran dari Australia menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah dalam menjalankan reformasi regulasi. Komitmen pemerintah saat ini dalam meningkatkan kualitas regulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan berbagai cara yang sudah ditempuh antara lain deregulasi dan simplifkasi berbagai peraturan dan prosedur perlu dikembangkan dengan pelaksanaan reformasi regulasi yang menyeluruh.
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa:

Pertama, permasalahan perturan perundang-undangan di Indonesia adalah inkonsistensi, disharmoni dan over regulasi. Kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak baik, dihadapkan pada ketiadaan sistem yang dapat merespon dengan cepat kondisi tersebut. Reformasi regulasi sebagai upaya perubahan radikal dan berpengaruh cepat diharapkan menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk memperbaiki sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Upaya perbaikan dalam sistem perundang-undangan telah diupayakan dari TAP MPRS Nomor XX/MPRS/1966, TAP MPRS Nomor III/MPR/2000, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Namun belum menampakkan hasil yang memuaskan. Persoalan kualitas peraturan perundang-undangan beserta sistemnya masih menimbulkan permasalahan dalam mendukung perbaikan di berbagai sektor.

Kedua, Pemerintah harus lebih serius untuk menata ulang pelaksanaan reformasi regulasi dengan membentuk lembaga khusus yang mengelola program untuk menyelesaikan permasalahan dalam sistem perundang-undangan dan meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan di Indonesia. Komitmen kuat pemerintah menjadi syarat mutlak dalam melaksanakan reformasi regulasi. Pembelajaran dari Australia dan berbagai negara menunjukkan pentingnya dukungan pemerintah dalam menjalankan reformasi regulasi. Komitmen pemerintah saat ini dalam meningkatkan kualitas regulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan berbagai cara yang sudah ditempuh antara lain deregulasi dan simplifkasi berbagai peraturan dan prosedur perlu dikembangkan dengan pelaksanaan reformasi regulasi yang menyeluruh.
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